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5.1.Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan

bahwa:

1.

Praktik pemesanan kamar hotel hunian di Kota Padang dapat dilakukan dengan
beberapa cara. Pertama, pemesanan sendiri langsung ke hotel ataupun aplikasi
dan kemudian digunakan sendiri. Kedua, memesan melalui bantuan pihak
ketiga dengan digunakan sendiri dan atau dialihkan ke orang lain, namun tanpa
adanya imbalan. Ketiga, berdasarkan pengalihan sewa dari pihak pertama dan
atau dari joki disertai dengan imbalan. Praktik pengalihan sewa kamar hotel ini
melibatkan penyewa pertama dan joki secara manual dan melalui media sosial
WhatsApp dan Instagram. Penyewa pertama menggunakan sebagian masa
sewa, lalu mengalihkan sisa masa sewanya ke penyewa kedua dilakukan
sendiri ataupun melalui bantuan joki sebagai media promosi. Apabila
menggunakan bantuan joki maka penyewa pertama membayarkan fee kepada
joki, kemudian joki mempromosikannya. Penyewa kedua yang tertarik
menghubungi penyewa pertama atau joki untuk melakukan negosiasi, dan
melakukan transaksi langsung dengan penyewa pertama atau melalui joki
untuk penyerahan kunci akses, uang atau imbalan, dan bukti deposit.

Faktor utama terjadinya pengalihan ini adalah faktor ekonomis, guna
menghindari kerugian dari sisa sewa bagi penyewa pertama dan harga
yang murah bagi penyewa kedua. Ada beberapa faktor pendukung
penyebab terjadinya pengalihan sewa kamar hotel hunian, sepeti faktor
praktis dan situasional, terjadi karena perubahan jadwal dari penyewa
yang mendesak. Kurangnya pengawasan hotel, transaksi yang dilakukan
secara diam - diam tanpa melakukan konfirmasi ke pihak hotel. Peran joki
dan kemudahan akses dalam media sosial yang memfasilitasi proses
promosi dan transaksi juga menjadi alasan yang kuat dalam pelaksanaan

praktik pengalihan sewa kamar hotel hunian di Kota Padang.
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Praktik pengalihan sewa kamar hotel hunian ditinjau dari perspektif
ijarah, dari sisi pengertian, praktik ini merupakan ijarah. Jika ditinjau dari
sisi rukun praktik ini telah memenuhi rukun - rukun ijarah, yakni adanya
musta’jir, mu’jir, ma’jur dan akad. Namun, praktik ini tidak memenubhi
syarat ijarah, yakni ma’jur atau objek akad bukanlah milik sendiri dari
penyewa pertama. Hal ini tidak sepenuhnya sah dilakukan, sebab tanpa
adanya izin dari mu’jir asli (pihak hotel), hal ini jelas melanggar amanah
dalam KHES pasal 310 dan Fatwa DSN-MUI No. 112/2017. Hal ini
hukumnya fasid atau batal sebab tidak memenuhi rukun ijarah, dan

meningkatkan resiko gharar serta kerusakan pada objek sewa.

5.2.Saran

Setelah selesai penulisan skripsi ini penulis memberikan beberapa

saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai berikut:

1.

Penyewa pertama dan penyewa kedua selalu melakukan konfirmasi dan
izin kepada pihak hotel sebelum melakukan pengalihan sewa untuk
memastikan kepatuhan terhadap amanah dan syarat ijarah. Hindari
transaksi diam - diam dan dokumentasikan semua kesepakatan secara
tertulis untuk menghindari gharar. Lakukan edukasi diri tentang hukum
ekonomi Syariah melalui Fatwa DSN-Mui agar praktik sewa menyewa
sesuai prinsip kehalalan.

Pihak hotel dapat meningkatkan pengawasan dengan memverifikasi
identitas tamu saat check-in dan check-out, sertakan tambahkan dalam
kontrak sewa yang melarang pengalihan tanpa izin. Implementasikan
sistem pelaporan tamu yang ketat dan edukasi staf tentang resiko
pengalihan sewa yang bertentangan dengan ijarah. Lakukan kolaborasi
dengan joki atau platform media sosial untuk memantau promosi
pengalihan.

Joki dapat menolak untuk melakukan promosi pengalihan sewa hotel

hunian di kota Padang jika dilakukan tanpa verifikasi izin dari hotel, dan
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mendorong penyewa untuk mendapatkan persetujuan yang resmi dari
manajemenhotel. Kembangkan etika promosi yang sesuai dengan prinsip
syariah, seperti memastikan kondisi objek sewa dalam keadaan baik dan
transparan.

Pemerintah dan regulator dapat memperkuat regulasi perhotelan dengan
mengintegerasikan prinsip ijarah ke dalam Undang - Undang, sperti revisi
peraturan Mnetri Pariwisata No.4 tahun 2021 untuk melarang pengaihan
sewa tanpa izin. Lakukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak

praktik ini terhadap industri pariwisata dan ekonomi lokal.
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